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Fax (061) 4527480 Medan 20119

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
Nomor : 188.44/5951/Bakesbangpol/VIl/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang . a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dengan menetapkan PPID;

b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima olenh Badan Publik
sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen vyang lengkap,
akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan
informasi;

c. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi dan
dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Utara agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola
secara optimal;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b dan c perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2026, dengan WKeputusan Gubernur
Sumatera Utara.
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KESATU

& w

10.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Rl Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintanh Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang
perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang
susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPl) Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan
informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kesatuang
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;

2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

4.Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi,
pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;

5. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah
dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan
dokumentasi;

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertugas menyimpan,
mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada

Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;

b. mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara kepada
PPID Utama Provinsi Sumatera Utara;

c. menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta
merta;

3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;

4) Informasi yang dikecualikan.

d. mengkoordinasikan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara terkait
dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab kepada Gubenur
Sumatera Utara atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara.



KEEMPAT

Keputusan Gubernur Sumatera Utara ini berlaku sejak Januari -
Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 9 Juli 2026

a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

NIP. 19740511 200003 1 003



LAMPIRAN

| : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 188.44/5951/Bakesbangpol/VIl/2026
TANGGAL : 9 Juli 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINS| SUMATERA UTARA TAHUN 2026

NO NAMA/NIP/GOL JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 2 3 4
1 Dr.Ir. Mulyono, ST, M.Si Kepala Badan Atasan PPID Pelaksana
19740511 200003 1 003 (IV/d)
2 Harry, S.STP, M.Sc Sekretaris Badan PPID Pelaksana
19841103 200212 1 001 (IV/b)
3 | Yuke Triastuti Dalimunthe, SE Kasubbag Umum dan Sekretaris PPID Pelaksana

19871229 201001 2 012 (Ill/c)

Kepegawaian

4 Cut Huri Handayani, SE. M.Si Analis Keuangan Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa
19750602 199903 2 003 (IV/a) Dan Daerah Ahli Muda Informasi
5 Ika Sri Wahyuni, SE Perencana Ahli Pertama Anggota Penyelesaian Sengketa
19890901 202421 2 030 (IX) Informasi
6 | Asta Okto Gregory Saragih, SE Pengolah Data dan Anggota Penyelesaian Sengketa
19951008 202012 1 008 (ll/d) Informasi Informasi
7 Kalvin Pinem, S.Kom Analis Rencana Program Anggota Penyelesaian Sengketa
dan Kegiatan Informasi
8 Muhammad Affandi Nasution, S.Sos, M.AP | Penelaah Teknis Bidang Pelayanan dan
19831029 2010041 1 009 (lll/d) Kebijakan Dokumentasi Informasi
9 Nancy Regia, S.Pi, M.Si Penelaah Teknis Bidang Pengelola Data dan
19850927 200801 2 001 (IV/a) Kebijakan Klasifikasi Informasi
10 | Euodia Barita Yohana Sianipar, SH Pranata Hubungan Anggota Pengelola Data dan
19950128 202604 2 0041 (lll/a) Masyarakat Ahli Pertama | Klasifikasi Informasi
11 | Yurika Dewi, SE Penelaah Teknis Anggota Bidang Bina Ideologi
19840421 200903 2 012 (lli/b) Kebijakan dan Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
12 | Neny Tiurma Pasaribu, S.Sos, M.Psi Analis Kebijakan Ahli Anggota Bidang Politik Dalam
19810330 200604 2003 (IV/a) Muda Negeri
13 | Yuanita Fernandes Sinaga, SE Penelaah Teknis Anggota Bidang Ketahanan
19830625 201001 2 015 (lll/c) Kebijakan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
dan Ormas
14 | Ahmad Syamsuri Polem Pengolah Data Dan Anggota Bidang Kewaspadaan
19800502 201212 1 0041 (llli/a) Informasi Nasional dan Penanganan
Konflik
15 | Andrew Syach, SH Pengelola Bahan Tenaga Operator Teknis /
Informasi dan Publikasi Pengelola Data Informasi
16 | Indah Permata Sari Hasan, S.K.M. Tenaga Ahli Multi Media Tenaga Operator Teknis /

Pengelola Data Informasi

a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

24 (Y,

PALA BADAN
UAN BANGSA DAN POLITIK

. ONO, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19740511 200003 1 003




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

TANGGAL 19 Juli 2026

: 188.44/5951/Bakesbangpol/VIl/2026

BAGAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

Atasan PPID Pelaksana
(Dr.lIr. Mulyono, ST, M.Si)

|

PPID Pelaksana
(Harry, S.STP, M.Sc)

’

Sekretaris PPID Pelaksana

(Yuke Triastuti Dalimunthe,
SE)

|

v

Bidang Pelayanan dan
Dokumentasi Informasi
(Muhammad Affandi Nasution,
S.Sos, M.AP)

Anggota Bid Bina Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
(Yurika Dewi, SE)

[

Anggota Bidang Politik Dalam
Negeri
(Neny Tiurma Pasaribu, S.Sos, M.Psi)

Anggota Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosbud, Agama dan
Ormas

(Yuanita Fernandes Sinaga, SE)

Anggota Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
(Ahmad Syamsuri Polem)

v

v

Bidang Penyelesaian Sengketa
Informasi
(Cut Huri Handayani, SE.M.Si)

Bidang Pengelola Data dan
Klasifikasi Informasi
(Nancy Regia, S.Pi, M.Si)

Anggota Penyelesaian Sengketa
Informasi
1. lka Sri Wahyuni, SE
2. Asta Okto Gregory Saragih, A.Md
3. Kalvin Pinem, S.Kom

Anggota Pengelola Data dan
Klasifikasi Informasi
(Euodia Barita Yohana Sianipar, SH)

Tenaga Operator Teknis/Pengelola
Data dan Informasi

1. Andrew Syach, SH

2. Indah Permata Sari Hasan, SKM

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

NIP. 19740511 200003 1 003






